
 

 

ABSTRAK 

Jeihan Fauziah (1215010031): Representasi Penolakan Umat Islam terhadap 

Kebijakan Pelarangan Jilbab dalam Pemberitaan Majalah Kiblat, Panji 

Masyarakat dan Tempo (1982-1991) 

Pelarangan penggunaan jilbab di Indonesia pada era 1980-an merupakan 

bagian dari kebijakan negara yang menekankan stabilitas politik dengan membatasi 

ekspresi keagamaan di ruang publik. Kebijakan atas SK. 052/C/Kep/D.82 memicu 

penolakan umat Islam yang terekam dalam pemberitaan media. Kajian komparatif 

terhadap Majalah Kiblat, Panji Masyarakat, dan Tempo menunjukan bagaimana 

media membingkai respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut di bawah rezim 

Orde Baru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal mula munculnya kebijakan 

larangan penggunaan jilbab di Indonesia tahun 1982-1991 dan penolakan umat 

Islam terhadap kebijakan larangan penggunaan jilbab dalam pemberitaan Majalah 

Kiblat, Panji Masyarakat dan Tempo tahun 1982-1991. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan tahapan  

heuristik (pengumpulan data/sumber), kritik (uji dan verifikasi sumber), interpretasi 

(penafsiran terhadap sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan jilbab bermula 

dari penerapan SK No. 052/C/Kep/D.82 tahun 1982 yang dijadikan dasar bagi 

sekolah-sekolah untuk menolak siswi berjilbab. Kebijakan ini dilatarbelakangi 

kekhawatiran pemerintah Orde Baru terhadap meningkatnya simbol keislaman 

yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Penolakan umat Islam 

terhadap kebijakan tersebut tampak jelas dalam pemberitaan Majalah Kiblat, Panji 

Masyarakat, dan Tempo. Majalah Kiblat bersikap kritik tegas dan narasi ideologis, 

Majalah Panji Masyarakat mengangkat sisi humanis dan spiritual individu, dan 

Majalah Tempo menyajikan pendekatan investigatif dengan menyoroti ketegangan 

antara negara dan masyarakat. Ketiganya berperan dalam membingkai resistensi 

publik berhasil mendorong pencabutan kebijakan melalui SK Dirjen Dikmen No. 

100/C/Kep/D/1991. 

 

 

 

 

 

 


